PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET/SRITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa, dengan ditetapkannya Undadgng Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak SarangnBu//alet/Sriti merupakan
salah satu jenis pajak kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslich pada huruf a di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak&&w@rung Walet/Sriti.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No&7 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangbeatukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Repullikionesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraulitkpIndonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Riepatbonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 188itang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneskaud981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No21@9)3

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahurli8@tang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dam Ekosistemnya (Lembdtagara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun718$htang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repdinesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 3684);
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun7li@atang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repuadlkesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia N@686);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 4200entang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembdegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarde Republik
Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 420@ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik gslamahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiamadro 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndagaignNomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-UndangoN8th Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepimoonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuldiniesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 420tntang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daeripréah Daerah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nofi#$, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun920@ntang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rkplurigonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuhlionesia Nomor
5049);

10.Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 200%tenPerlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republioriasia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentarlgkd2maan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negahai 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Blomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&id8)4

13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanmbiRean dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (laamidagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan LembaragandeRepublik
Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahinBradan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamasmor 4737);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2@&@ang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 18&®tang Pedoman
Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Waigt/Sri

17.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2@68tang Pedoman
Pemanfaatan Sarang Burung Walet/Sriti (Colloctip)s

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nd&dFahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah R4l Nomor 32).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Naldorahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabup&béswaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).
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20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat NdiBoFahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatemawaringin Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).
Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG
WALET/SRITI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

BURUNG

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusareriptahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomitudms pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistm prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksiaimdbindang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta PerangkataD sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah,;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringarat, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga PerwaRliakyat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjdlisyegkat DPKD adalah
Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan mgutan Pajak Daerabh;

7. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangaraia

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukahaugang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perséamarya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalamukeapapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Peillam, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, &eganisasi Lainnya, Lembaga
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dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak inve&wektif, dan bentuk usaha
tetap;

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adadalribusi wajib kepada
pemerintah daerah yang terutang oleh orang priatdi badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidaklapakan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan lddegi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

10.Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah pajak &agiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti;

11.Burung Walet/Sriti adalah satwa yang termasuk Mafallocacia, yaitu
Collocacia Fuchliap Haga, Collocacia Maxina, Cddisia Esculanta, dan
Collocacia Linchi;

12.Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yapagtdlikenakan Pajak;

13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, milipembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempungki dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan @egHuwthdangan perpajakan
Daerah;

14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kaleatau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lamaga)(bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung yatr, dan melaporkan
pajak yang terutang;

15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibpgda suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagiam tpajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaleaald

16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muigielimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak tergamgai kegiatan penagihan
pajak atau kepada Wajib serta pengawasan penyet@an

17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuttigangkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melegoiPenghitungan  dan/
atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukgekajak dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturaongsng-undangan
perpajakan daerah;

18.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya ghsinSSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didakdiengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kasKlaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyangtiat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokak yang terutang;

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangtddipingkat SKPDKB
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan lyaspmmlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayarakok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masitshdibayar;

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambapamg selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yargentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangnjsttga disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentjkaaah kelebihan
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak |&eibar daripada Pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang;
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23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanauttigingkat SKPDN adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pgeptk sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak teryitdan tidak ada kredit pajak;

24.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya d&ain§TPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adtrasi berupa bunga
dan/atau denda;

25.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusery ynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau keleglidalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan perundang-undangan pkapajdaerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Sutatdfen Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Kedat&8ajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah NBhilat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daeraht $gputusan Pembetulan
atau Surat Keputusan Keberatan;

26.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusen Kdberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetdpgak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketet®agak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaab@han, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerdhhLBayar, atau Terhadap
Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga y@jgkdn oleh Wajib
Pajak;

27.Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilak B@g Banding terhadap
Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Vyajik;

28.Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakudearas teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang uoieliarta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargalgtean dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusurralapkeuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode TahjakPa

29.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk meneagngumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya, untukgujie kepatuhan
pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan ldamdeangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalesatg

30.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daemdalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Nie§gil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulakti yang dengan bukti
itu membuat perang tindak pidana di bidang pergajaRaerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB I1
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
(1) Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

(2) Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahesarg burung
Walet/Sriti.

(3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud2yadalah :
a.Pengambilan sarang burung Walet/Sriti yang teldterdikan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.
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b.Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan saramgngb Walet/Sriti
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yaglgkokan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yantpkakan pengambilan
dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

BAB 111
DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4
(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarangn@Walet/Sriti.

(2) Nilai Jual sarang burung Walet/Sriti sebagaimanamallsud pada ayat 1
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasamnm sarang burung
Walet/Sriti dengan volume sarang burung Walet/Sriti

Pasal 5
(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

(2) Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengaa mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dedgaar pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Hasil penerimaan Pajak Burung Walet/Sriti merupalsamber pendapatan
daerah yang disetor ke kas daerah.

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah sgmgengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung Walet/Sriti.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

(2) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak terutaegiasarkan surat ketetapan
Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayarakpadaerah
menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDIKB dokumen
lain yang dipersamakan.
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(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimakgat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatateynya pajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB apabila :

1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangamkgak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalamkgngaktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disanapaigada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, makakagrutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yaelgm terungkap
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besaraggah jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kpajak.

(2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebzgs dimaksud ayat
(1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksinastrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung datk pajag kurang atau terlambat

dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (duailp@mpat) bulan sejak
terutangnya pajak.

(3) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebwgea dimaksud ayat
(1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupaghusebesar 100% (seratus
Persen) dari jumlah pajak kurang bayar.

(4) Jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukpemeriksaan tidak
dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimadkyatd(3).

(5) Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksat(ay huruf a angka 3
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan ael®#5% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi admirsisbr@rupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang sgdambat dibayar dengan
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) batgak terutangnya pajak.

Pasal 9

Tata cara penyampaian dan pengisian SPTPD, SKPIXPDEB, SKPDKB,
SKPDKBT serta dokumen lain yang dipersamakan semaga dimaksud pasal 7
ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BABV
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender sefmalgambilan sarang burung
Walet/Sriti.

Pasal 11

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada ss@gjambilan sarang burung
Walet/Sriti.

Pasal 12
(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hasigidiigan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pdgak lduasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusghg#ean kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelahdmnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetagdkagan Peraturan
Bupati.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dihaya

b. Dari hasil penelitan SPTPD terdapat kekurangan hasmran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupsghwdan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalanbSEBagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengaikss administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untug pama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggalh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sel®adua persen) sebulan
dan ditagih dengan mempergunakan STPD, atau dokuma@n yang
dipersamakan.
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BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyet@jak pyang terhutang paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat tegrga pajak, paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT olgii Wajak.

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputysambetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang rbnebkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pamagajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)abusejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memempghnsyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadab vpajak Daerah untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daekahakian bunga sebesar
2 % (dua Persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dann@aan pembayaran
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan PanaBupati.

Pasal 15

Pajak Daerah yang terhutang berdasarkan SPPT, SKRRBDKB, SKPDKBT,
SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputldsdreratan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wagljak pada waktunya ditagih
dengan Surat Paksa.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasiadaljangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bupatiasegenerbitkan surat perintah
melakukan penyitaan.

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakanukrpelaksanaan penagihan pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepadad&sjabg ditunjuk atas :
a. SKPD;
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SKPDKB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
SKPDN; dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga bemidas ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- ® a0 0T

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayahafll)s disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertgiatieslasan- alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdinta 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterimalowajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bajamgka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak tee#menuhi atau membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajdjak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimianaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak digap sebagai surat keberatan dan
tidak dapat dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberilkdnpejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui f®@wattercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

(1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 12 (delad) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusas &eberatan yang
diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa mmeneseluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajakaeg.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (dh tewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajuleargdap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hakgpada Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditataggkh Kepala Daerah.

(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pgda (&) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasanjgtasydalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirirem dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimanaatisud ayat (1) dilampaui
pengajuan keberatan dianggap gugur atau tidakrdde

(4) Pengajuan Permohonan banding menangguhkan kewayi®anembayar pajak
sampai dengan 1 (satu) Bulan sejak tanggal peaarBuitusan banding.
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Pasal 21

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakssal A8 atau banding
sebagaimana dimaksud pasal 20 dikabulkan sebaiarsaluruhnya kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah snbblnga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duahpertopat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dinisefak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

(3) Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atauabidkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa dend&sab50% (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberakamathgi dengan pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan ipgnsianksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh Persen) sefzagadimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulgebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebeb@®% (seratus Persen) dari
jumlah pajak berdasarkan pajak yang telah dibaydrelam mengajukan
keberatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 22

(1) Atas permohonan Wajib Pajak Pejabat yang ditunjd&pat membetulkan
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDydhg dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ataaldtesn dan/atau kekeliruan
penetapan ketentuan dalam Peraturan perundanggard®erpajakan Daerah.

(2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan waj#i plapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admifidierupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurw@tyvan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi térdédtenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalayann

b. mengurangkan atau membatalkan atau SKPD, SKRBKBDKBT atau
STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

c. membatalkan atau mengurangkan STPD.

. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasanertimbangan
kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentk gigjgpk.

e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetagzajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengancra yang ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamaagau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalanetdgan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
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(4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pdroman sebagaimana
dimaksud ayat (2) diterima sudah harus memberikputisan.

(5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimamaakisud ayat (3) Bupati
tidak memberikan keputusan permohonan pembetulmgysangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administtaka permohonan
dianggap di kabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembakalebihan
pembayaran pajak kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulamgksédjterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimanaslich@lada ayat (1) harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayalaB tilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pdrgj@n kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB hareshilikan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnkalebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaiciamzksud ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)abusejak tanggal
diterbitkan SKPDLB;

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakuleela lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga seb2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabayanan pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran paja&gaimana dimaksud
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XiI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadakedarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagpajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pgten daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana didgiada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau suratgpaitau

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak laigsung maupun tidak
langsung.
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(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dantspatsa sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitungkséanggal penyampaian
surat paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagatimaaksud ayat (2) huruf b
adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakarmh rmempunyai utang
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsunggagbana dimaksud ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomagsw@an atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak.

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang kadaluwarsa tidak dapatkdkdan penagihan dan dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piytajak yang kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang skedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XlI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya deogeret paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun ilwanenyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omeghdata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dexigan peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji ket wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban melaksanakan peraturan pergnamangan yang
berlaku.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku attatartga dokumen yang
menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungagatienbjek pajak
yang terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat amiangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamcpemeriksaan
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksab@agaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
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BAB XIl1
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pédaksegala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajdjalp dalam rangka
menjalankan pekerjaannya karena jabatan atau pekerya untuk menjalankan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlakukutgnaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melakkanaetentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah;

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (2) yaitu

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkdnBugati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga Negara atamsng§temerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keonddgerah;

(4) Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepaddaljs sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dumalayat (2) untuk
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti terdiri wajib pajak kepada
pihak lain untuk kepentingan Daerah;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalamkapa Pidana atau
perkara Perdata, atas permintaan hakim berdasatkdemm acara pidana atau
hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan éztnlis kepada pejabat dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (8yatuntuk memberikan
dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dan ketgaanwajib pajak yang ada
padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5)s haenyebutkan nama
tersangka, atau nama tergugat, keterangan yangtdinsierta hubungan antara
perkara pidana atau perdata dengan keterangardyairga.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29
(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah DinageR#aan Keuangan Daerah

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daieddbksanakan oleh Tim yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.
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BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukayiglikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimakslaindandang-undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gejdgawai negeri sipil
tertentu dilingkungkan Pemerintah Daerah yang danhgleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-umdgenyzberlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1afada

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelierkagan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaRarrah agar
keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap elas;j

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangamgenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang didalaghubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah,;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari oramigagr atau badan yang
berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajBlaerah;

Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain be@endengan tindak
pidana perpajakan Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bbbk pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan taamyierhadap bahan
bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka petaea tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangnggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgngsum memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibaw

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinmdikna perpajakan
daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dgreriksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan/ atau

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanoa penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengemtikan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metmbekan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut unmetalui penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuagae ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak mempgkan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana@algaling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyakapaSPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana deatlag banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurarggar.

Pasal 32

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidakndiitt setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajal berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatig karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagairdanaksud pasal 28
ayat (1) dan ayat (2) dipidana, dengan pidana lgampaling lama 1 (satu)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.08@pat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Buyaig dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang merkebaiolak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 28 Ay dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (thla)n dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana slithayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahagia dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) glanh (8) sesuai dengan
sifatnya menyangkut kepentingan pribadi seseordag Badan selaku wajib
pajak merupakan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pasglaBg1) dan (2) merupakan
penerimaan Negara.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah s@panjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengarntifaraBupati.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintapkagundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran abadfabupaten
Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
Capl/ttd.
AGUSTIN TERASNARANG
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
Capl/ttd.
Drs. A. RIDUANSYAH H, M.S

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR20.
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